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Abstrak

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Daerah, Sistem Informasi Keuangan terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan  Pengelolaan Keuangan Daerah serta implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Propinsi Riau di bawah bimbingan  Prof. Dr. H. Azhar Affandi.,SE. MSc            sebagai Promotor dan Dr.  H. Atang Hermawan, SE. MSIE sebagai Co-Promotor

Penelitian ini dilatarbelakangi masih rendahnya kinerja keuangan yang ditunjukkan antara lain ratio kemandirian keuangan dan kemampuan daerah untuk menggali potensi Pendapatan asli daerah  kabupaten dan kota yang masih rendah di provinsi Riau. Selain itu juga masih terdapat beberapa daerah kabupaten dan Kota yang dalam hasil pemeriksaan laporan keuangannya masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti empirik dan menemukan kejelasan fenomena tentang kepemimpinan kepala daerah, sistem Informasi Keuangan terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Pengelolaan Keluangan Daerah serta implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan explanatory survey, populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau, pengumpulan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan Proporsional Cluster Sratified Random Sampling dengan analisis data menggunakan Path Analisys. Dari hasil analisis dan interpretasi atas temuan penelitian menunjukkan bahwa model pada penelitian ini dapat disimpulkan secara keseluruhan berada pada kategori baik dan variabel yang diteliti berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial. 
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Abstract

The Influence of Regional Head Leadership, Financial Information Systems on Governance and Regional Financial Management and their implications for the Financial Performance of Regional Governments in Riau Province under the guidance of Prof. Dr. H. Azhar Affandi., SE. MSc as Promoter and Dr. H. Atang Hermawan, SE. MSIE as Co-Promoter

This research is motivated by the still low financial performance shown by, among other things, the ratio of financial independence and the ability of the region to explore the potential of original district and city revenue which is still low in Riau province. In addition, there are still a number of regencies and cities which in the results of auditing their financial statements are still in the status of Reasonable with Exceptions. This study aims to obtain empirical evidence and find clarity of phenomena about the leadership of regional heads, the Financial Information system on Governance and Regional Spatial Management and its implications for the Financial Performance of Local Governments in Riau Province. The method used is descriptive and explanatory survey method, the population in this study is the Regional Work Unit in Riau Province, the collection of samples in this study using Proportional Cluster Sratified Random Sampling with data analysis using Path Analysys. From the results of the analysis and interpretation of the research findings indicate that the model in this study can be concluded as a whole is in the category of good enough to good and the variables studied have significant influence both simultaneously and partially.
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